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Untuk terpenuhinya salah satu asas peradilan pidana yaitu Asas Fair, Impartial, 
Impersonal, dan Objective, pemeriksaan suatu perkara pidana haruslah tepat apakah suatu 
perkara tersebut perlu dipisah atau digabungkan. Namun, dalam pelaksaannya masih 
mengalami beberapa kendala terkait dengan alasan suatu perkara perlu dipisah. Dalam 
sebuah perkara apabila penggunaan pemisahan perkara tersebut tidak tepat maka akan 
berimbas pada pembuktian di persidangan. 
Terdapat dua permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, yaitu berkaitan 
dengan alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pada suatu 
perkara pidana dan cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara pada 
delik penyertaan, sebagai contoh dari objek kajian tersebut diambil kasus dari Cabang 
Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis 
sosiologis, pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara, dan studi 
dokumen sebagai instrumen utama. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara 
narasumber dan informan. Sedangkan data sekundernya berupa peraturan perundang – 
undangan, buku, dan berkas perkara pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di 
Pelabuhan, serta bahan yang diperoleh melalui internet. Teknik validasi datanya sendiri 
menggunakan triangulasi data. 
Adanya kendala – kendala yang berupa alasan dalam pemeriksaan berkas tersebut 
adalah pada perkara tersebut terdapat kekurangan saksi, peran terdakwa dan unsur tindak 
pidananya berbeda, merupakan delik penyertaan dari alasan – alasan tersebut maka 
penuntut umum haruslah tepat dalam memilih alasan tersebut sebab jika kurang tepat nanti 
akan mempersulit pembuktian yang dilakukan penuntut umum sendiri. Dalam pembuktian 
yang perkaranya dipisah biasanya akan muncul saksi mahkota sebagai pelengkap untuk 
memenuhi batas minimum alat bukti. 
Dalam penerapan splitsing terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan penuntut 
umum sesuai dengan perkara yang diperiksa. Cara pembuktiannya sama dengan perkara 
pidana pada umumnya namun ditemui adanya saksi mahkota dan pembuktian kesalahan 
salah satu terdakwa di persidangan hanya sampai pembuktian tindak pidana yang 
dilakukan tidak sepenuhnya. Penjelasan mengenai splitsing belum dicantumkan dan diatur 
lebih rinci dalam Undang – undang maka dari itu sangat diperlukan adanya penjelasan 
lebih lanjut dari pemisahan berkas perkara (splitsing) ini agar dapat dijadikan sebagai 










A. Latar Belakang Masalah 
Penegakan hukum di Indonesia masih mendapat masih mendapat sorotan 
dari berbagai lapisan masyarakat, di dunia hukum indonesia sendiri hal ini masih 
menjadi perhatian khusus yang berakibat pada citra buruknya dunia hukum 
Indonesia serta dapat mempengaruhi degradasi dalam masyarakat terhadap 
kepercayaan aparat penegak hukum. Bagi pelakasana penegak hukum dituntut 
kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan menafsirkan 
hukum sesuai dengan keadaan dan posisi pihak-pihak sedemikian rupa. Bila perlu 
dengan menerapkan penafsiran analogis (menentukan kebijaksaanaan yang sama 
atau hampir sama), serta penghalusan hukum bagi tercapainya kebijaksanaan yang 
konkrit. Di samping itu perlu diperhatiakan factor pelaksanaan penegak hukum 
yang di butuhkan kecapan dan ketangkasan serta keterampilannya. 
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebagai aparat penegak hukum 
dituntuk untuk optimal dalam menjalankan tugasnya hal ini nantinya bertujuan 
untuk mewujudkan system hukum yang baik, dan mewujudkan tujuan dari hukum 
hukum in concreto pada seluruh masyarakat agar manfaat dari hukum dapat 
dirasakan oleh masyarakat tanpa harus menciderai keadilan dan kepastian hukum. 
Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang lazim apabila 
terdapat suatu perkara pidana, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana 




berkewenangan tersebut diantaranya dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan 
negeri dan lembaga kemasyarakatan. Keempat komponen apart penegak hukum 
tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainya, saling berpengaruh dan 
saling menentukan satu sama lain agar dalam pelaksanaan penegak hukum aparat-
aparat penegak hukum dapat berjalan secara sistematis seperti yang seharusnya. 
Kejaksaan sendiri dengan tukgas pokok: menyaring kasus yang layak diajukanke 
pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; mempersiapkan penuntutan; 
melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.1 
Menurut sistem peradilan pidana Indonesia perkara yang sudah dilakukan 
penyidikan, nanti diajukan ke kejaksaan. Telah disebutkan bahwa fungsi 
kejaksaan adalah untuk menyaring berkas yang layak nantinya akan diajukan ke 
pengadilan, pengertian dari berkas yang layak tersebut adalah berkas yang 
anantinya dapat dijadikan dasar penetapan tersangka oleh penuntut umum yaitu 
sudah dicantumkan secara lengkap syarat formil dan syarat materilnya. Dalam 
kejaksaan terdapat penuntut umum yaitu jaksa yang diberi tugas menuntut seorang 
terdakwa di siding pengadilan dan melaksanakan putusan serta penetapan hakim. 
Sebagai penuntut umum ia ditugaskan meneruskan perkara yang diterima dari 
kepolisian atau instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian penuntut umum.2 
Lagi pula hampir setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dam 
penyelengaran peradilan pidana, karena ia memerangkan perang penting dalam 
proses pembuatan keputusan. Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya 
                                                           
1Yesmil Anwar dan Adang. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum (Jakarta: PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia), h. 64. 
2Bismar Siregar,. Hukum Acara Pidana. (Jakarta : Binacipta. Soemitro), h. 85. 
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jaksa itu lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang 
eksklusif dalam menguhubungi pengadilan. Bahkan di Negara-negara dimana 
jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan 
(diskresi) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan 
menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara 
pidana.3 
Dalam bidang hukum pidana sendiri sebagai aparat penegak hukum 
banyak menangani berbagai macam bentuk-bentuk tindak pisana diantaranya 
delik percobaan (poging/attempt). Delik perbarengan tindak pidana(concursu), 
dan delik penyrtaan(deelneming) 
Konsekuensinya yang akan timbul dari delik penyertaan ini adalah pada 
pengenaan pasal yang berbeda dijatuhkan pada masing-masing terdakwa 
berdasarkan peran dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, karena semua 
bentuk penyertan dan bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik seecara 
fisik maupun psiikis dalam masing-masing petrbuatan pidana tersebut berbeda, 
setiap pelaku juga terdapat perbedaan sikap batin dari mereka terhadap tindak 
pidana dan pelakutindak pidana yang lain. Maka dari itu sanksi-sanksi dan 
koensekuensinya pun berbeda. 
Pada saat melakukan perkara kesetiap tahap tindak pidana tersebut wajib 
untuk dibuktikan, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat lima alat bukti yang 
sah dijadikan dasar terhadap pembuktian adannya suatu tindak pidana. Pada setiap 
pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti setidaknya 2 (dua) alat bukti 
                                                           
3RM Surachman, Andi Hamzah. Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya. 
(Jakarta: SiarGrafika), h. 6. 
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untuk diajukan ketahap penuntutan terutama dalam kasus delik penyertaan karena 
pada praktikn alat bukti untuk diajukan ketahap penuntutan terutama dalam kasus 
delik penyertaan karena pada praktiknya masih banyak ditemui kekurangan alat 
bukti karena delik penyertaan sendiri pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang 
pelaku tindak pidana namun dengan peran pelaku yang berbeda. 
Pada tahap persidangan, pembuktian merupakan hal yang penting untuk 
menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk perbuatan pidana atau bukan. Di 
Indonesia sendiri menggunakan sistem pembuktian yang menitikberatkan pada 
hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang 
terdakwa berdasarkan alat bukiti yang ditentukan oleh undang-undang dan di 
tambah keyakinan (nurani) hakim sendiri.4 
Penuntut umum nantinya dituntut untuk membuktikan kesalahan masing-
masing terdakwa dalam persidangan dan dalam delik penyertaan terdapat 
beberapa terdakwa pula maka tidak jaarang apabila dalam pemberkasannya 
penyidik menggabungkan berkas antara terdakwa-terdakwa pelaku tindak 
pidana(voeging), sehingga hal ini berpengaruh pula pada pasal yang didakwakan 
semula. 
Pasal 142 KUHAP memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk 
melakukan “pemisahan berkas perkara pidana” (splitsing) pemisahan perkara 
pidana apabila dalam suatu berkas perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti 
dan kesaksian.  
                                                           
4Hari Sasangka, Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. (Bandung: 
Mandar Maju), h. 13. 
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Di satu sisi splitsing perkara memang dibenarkan Undang-Undang, 
spitsing dapat mengkaburkan deelneming, karena akan kehilangan Intelektual 
Dader, maupun yang menolong, membantu melakukan. Penerapan hokum akan 
berbeda dan akan mncederai fungsi pasal 55 dan 56 KUHP, dan ini tidak 
menjamin pelaksanaan hokum yang baik, akan menjadi syarat dan kepentingan 
suatu kelompok tertentu. Hal inilah yang membuat penulis untuk tertarik meneliti 
tentang pemisahan berkas perkara (splitsing) yang pnulis tuangkan dalam sebuah 
judul Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam Proses Pembuktian suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan.(Studi 
Pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Pelabuhan).  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut:  
1. Apakah alasan jaksa penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas 
perkara (splitsing) pada suatu perkara pidana? 
2. Bagaimana cara pembuktian dengan menggunakan berkas perkara 
(splitsing) pada delik penyertaan? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan 
tujuan, penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang 
akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah: 
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1. Alasan penuntut umum melakukan pemisahan suatu berkas perkara 
(splitsing) 
2. Cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara 
(splitsing) pada delik penyertaan. 
 
D. Kajian Pustaka  
Dalam kajian pustaka ini, penelitian terkait dengan splitsing telah banyak 
diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi, jurnal, makalah maupun dalam 
bentuk karya tulis lainnya. Maka dari itu untuk menghindari kesamaan dengen 
penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka berikut kami ungkapkan beberapa 
penelitian terkait dengan judul penelitian penulis:  
1. Muhammad Taufiq dalam skripsi berjudul kewenangan penyidik dalam 
memecah berkas perkara tindak pidana narkotika di wilayah hokum 
polresta banda aceh. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan 
penyidik dalam melakukan pemecahan berkas perkara pada tahap 
penyidikan tanpa permintaan jaksa penuntut umum dan menjelaskan 
tentang konsekuensi hokum terkait pemecahan berkas perkara oleh 
penyidik tanpa permintaan jaksa penuntut umum terhadak legalitas 
penyidikan. Hal ini jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan, letak perbedaannya terletak pada tahap penyelesaian perkara 
dimana dalam skripsi tersebut melakukan penelitian pada tahap penyidikan 
sementara penulis melakukan penelitian pada tahap penuntutan. 
2. Ignasius A. Tiolong dalam jurnal berjudul wewenang pemecahan perkara 
(splitsing) oleh penuntut umum menurut pasal 142 undang-undang no.8 
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tahun 1981. Dalam jurnal ini membahas tentang syarat-syarat 
dilakukannya splitsing dan pemecahan perkara oleh penuntut umum dilihat 
dari aspek perlindungan hak asasi manusia tersangka. Penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaanya 
adalah dari segi sudut pandang dilakukannya splitsing, dalam jurnal 
tersebut meneliti splitsing dari sudut pandang hak asasi manusianya, 
sementara penulis meneliti dari sudut pandang undang-undangnya. 
3.  Fitri Annisa dalam jurnal berjudul analisis yuridis pengaturan pemisahan 
berkas perkara (splitsing) berdasarkan kitab undang-undang acara pidana. 
Dalam jurnal ini ingin mencari tahu apakah pengaturan pemecahan berkas 
perkara atau splitsing dapat mendukung sistem pembuktian dalam 
peradilan pidana. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, jika dalam jurnal tersebut ingin mencari apakah splitsing 
mndukung sistem pembuktian dalam perkara pidana, sementara penulis 
ingin mencari tahu alasan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan 
berkas perkara atau splitsing. 
4. Moch Hilmansyah dalam skripsi brjudul pelaksanaan pemecahan perkara 
pidana atau splitsing sebagai upaya mmpercpat proses pembuktian (studi 
di Kejaksaan Negeri Semarang) dalam skripsi tersebut membahas tentang 
pengaruh pelaksanaan splitsing terhadap proses pembuktian. Hal ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam 
skripsi tersebut ingin mengetahui pengaruh splitsing terhadap pembuktian, 
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sementara dalam penelitian penulis ingin mengetahui cara atau proses 
melakukan splitsing atau pemisahan beraks perkara. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Memperoleh deskripsi mengenai pemisahan berkas perkara (splitsing) dan 
memperoleh pendapat dari penuntut umum terkait alasan-alasan jaksa 
penuntut umum dalam pemisahan berkas perkara. 
b. Mengetahui cara pembuktian dari suatu berkas perkara yang menggunakan 
pemisahan berkas perkara dalam delik penyertaan. 
2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum 
pidana bagi setiap masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (splitsing) 
dalam delik penyertaan. 
b. Adanya sumbangan pemikiran dan masukan-masukan dari hasil peneliti 
terhadap instansi-instansi aparat penegak hukum yaitu khususnya instansi 
Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Pelabuhan mengenai pemisahan berkas 






A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan 
hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan 
hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, 
karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/ 
kewenangan menegakkan hukum”.5 
Muladi mengemukakan bahwa,sistem peradilan merupakan suatu jaringan 
(network) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil 
merupakan hukum pelaksanaan pidana.6 
Adapun fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 yakni:  
1. Fungsi preventif yaitu SPP (Sistem Peradilan Pidana) sebagai lembaga 
pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahtan. 
Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya SPP dan upaya–upaya 
lainnya yang mendukung upaya pencegahankejahatan. 
2. Fungsi represif yaitu SPP (Sistem Peradilan Pidana) dijadikan sebagai 
lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap 
pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum 
acara pidana, dan pelaksanaan pidana.7 
Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “Criminal Justice 
Process”yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di 
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Dalam sistem peradilan pidana dikenal beberapa bentuk pendekatan, 
diantaranya pendekatan normatif yang memandang keempat aparat penegak 
hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai 
institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat 
aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
penegakkan hukum semata-mata.9 
Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana merupakan sistem bekerjanya/ 
berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan 
fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakanhukum. 
Komponen-komponen penegak hukum di bidang hukum pidana, terdiri 
dari : 
1. Lembaga Penyidik, 
2. Lembaga Penuntut Umum, 
3. Lembaga Pengadilan, 
4. Lembaga Eksekutor, 
5. dan Advokat(LBH). 
Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 
II Aturan Peralihan juga mengatur mengenai keberadaan lembaga Kejaksaan 
namun hanya secara tersirat (implisit). Pengaturan secara tegas (eksplisit) tetap 
ada pada Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
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Lembaga Peradilan dibuat dengan tugas–tugas tertentu, sekurang-
kurangnya bertugas menerima, memeriksa, dan menyelesikan setiap perkara yang 
diajukan kepadanya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menetapkan 
aturan hukum agar keadilan dapat diwujudkan kepada berbagai pihak.10 
Dalam memahami sistem peradilan di Indonesia,merupakan gambaran 
pada suatu pengertian bahwa lembaga peradilan merupakan bagian dari suatu 
sistem yang besar dan memberikan pengaruh pada suatu sistem masyarakat 
namun tetap berada padaranahnya sendiri. Maka dari itu lembaga peradilan 
memerlukan bahan-bahan masukan yang sedikit banyak akan mempengaruhi 
bentuk proses serta hasil akhir dari proses yang dijalankan peradilan itu sendiri 
dalam hal ini adalah proses pembuktian (alat bukti) dalam peradilanpidana. 
Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan 
pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang 
terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui 
berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, 
diteruskan institusi Kejaksaan, lalu ke institusi Pengadilan dan berakhir pada 
institusi Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing institusi bertanggung jawab 
sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 
 
 
                                                           




1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan 
Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan 
sesuatu keadaan dan peristiwayang berhubungan dengan kejahatan dan 
pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, hal 
ini dimaksudkan untuk menentukan sikap penyelidik, apakah peristiwa yang 
dikemukakan dapat dilakukan penyidikan nantinya atau tidak sesuai dengan cara 
yang diatur oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP, atau dengan kata lainpenyelidikan 
berguna untuk menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau 
bukan.11 
Jika melihat Pasal 1 angka 4 KUHAP maka yang disebut penyelidik 
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 
Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan dengan maksud 
untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat 
dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan. Berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup maka penyelidik dapat menangkap seseorang dan dari pencarian bukti 
permulaan tersebut digunakan pula untuk menjamin hak-hak asasitersangka. 
Adapun bukti permulaan yang cukup seperti termuat dalam SK Kapolri 
No.Pol.SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti 
permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam 
dua diantara: Laporan polis. Berita acara pemeriksaan polisi; Laporan hasil 
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 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan 
dan Penuntutan. (Jakarta : Sinar Grafika), h. 101. 
13 
 
penyelidikan; Keterangan saksi/Saksi ahli;dan Barang bukti.12 
Penyelidik memiliki tanggung jawab dan tuntutan dalam memeriksa suatu 
perkara, tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi 
peringatan bagi penyelidik untuk bertindak hati-hati. Sebab apabila kurang 
berhati-hati dalam penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat 
penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang 
dilakukan ke muka sidang (praperadilan), karena berdasarkan KUHAP 
memberikan hak kepada seseorang (tersangka) apabilamengalami tindakan-
tindakan oleh aparat yang berlawanan dengan hukum, maka sangatlah beralasan 
untuk tidak melanjutkan penyelidikan jika fakta dan bukti yang didapat tidak 
memenuhi atau kurang untuk dilakukan penyidikan.13 
Penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan yang 
maksudnya ialah mencari kebenaran yaitu dibatasi pada usaha-usaha mencari dan 
menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan baang bukti agar memadai guna 
bukti permulaaan hal ini juga diharapkan dapat mewujudkan ketertiban yang 
dikehendaki dalam berpaktik peradilan di Indonesia, bahwa tindakan penyelidikan 
ini ditujukan pada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku pidana, jenis 
tindak pidana yang dilakukan, hak asasi pelaku, dan pandangan dari hukum 
pembuktian. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah: 
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur 
dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya”. 
Tindakan penyidikan sudah dimulai sejak terjadinya tindak pidana atau 
setelah tahap penyelidikan selesai dan memperoleh bukti permulaan yang 
memadai untuk diadakan penyidikan, sehingga dalam proses penyidikan diperoleh 
aspek-aspek sebagai berikut:14 
a. Tindak pidana yang telah dilakukan. 
b. Tempat tindak pidana dilakukan (locusdelicti). 
c. Waktu tindak pidana dilakukan (tempusdelicti). 
d. Cara tindak pidana dilakukan. 
e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan. 
f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan. 
g. Siapa pelakunya 
Apabila memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat 
diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat 
digambarkan menjadi beberapa bagian yaitu dengan diawali adanya bahan 
masukan suatu tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 
pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi, melakukan upaya paksa yang 
diperlukan, pembuatan Berita Acara Penyidikan. 
Saat memulai penyidikan harus didahului dengan pemberitahuan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan terhadap peristiwa pidana telah mulai 
dilakukan melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila 
pada proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa yang 
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terjadi bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, 
selanjutnya penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
yang akan diberikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.15 
Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari 
dan menemukan sesuatu dari peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak 
pidana. Sedangkan pada tindakan penyidikan, menitik beratkan pada tindakan 
mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan 
dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara keduanya saling berkaitan 
dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.16 
Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib 
memberikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut 
umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut 
umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai 
petunjuk untuk dilengkapi, dalam waktu 14 hari apabila berkas perkara tersebut 
tidak dikembalikan penuntut umum ke penyidik maka penyidikan dianggap 
selesai. 
2. Tahap Penuntutan 
Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntututan umumnya 
didahului dengan “prapenuntutan” yakni mempelajari dan meneliti berkas perkara 
yang diajukan oleh penyidik termasuk menyiapkan surat dakwaan untuk 
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dilakukan penuntutan namun jika berkas perkara tersebut dirasa belum lengkap 
untuk dilimpahkan kepengadialn maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik 
untuk dilakukan penyidikan tambahan. 
Dijelaskan pula pada Pasal 14 KUHAP bahwa “penuntut umum 
mempunyai wewenang memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan 
penyidikan dari penyidik”, dengan cara berkas perkara akan dikembalikan kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari 
penuntut umum. 
Kewenangan lain dari penuntut umum terhadap berlakunya berkas perkara 
juga terdapat dalam Pasal 142 KUHAP dalam menerima satu berkas perkara yang 
memuat beberapa tindak pidana oleh beberapa orang tersangka diluar ketentuan 
Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan masing-masing 
terdakwa secaraterpisah. 
Tahap penuntutan sendiri adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, yaitu 
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.17 
Beberapa ahli di bidang hukum juga mengemukakan pendapat mereka 
mengenai penuntutan diantaranya Sudarto, yang dimaksudkan dengan penuntutan 
adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim sekaligus 
agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (verwijzing 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro penuntutan adalah menyerahkan perkara 
seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan 
supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap 
terdakwa.19 
Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut 
umum harus membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Penuntutan 
yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada 
Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara 
tersebut disertai dengan surat dakwaan. 
Ketika penuntut umum akan mengubah surat dakwaanmaka hal tersebut 
hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang,turunan 
salinan surat dakwaan tersebut disampaikan kepada terdakwa atau penasehat 
hukumnya dan penyidik sesuai Pasal 144 KUHAP. 
3. Tahap Pemeriksaan Pengadilan 
Setelah selesai dengan penuntutan maka berkas perkara akan dilimpahkan 
ke Pengadilan Negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut, sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 
(fair, impartial, impersonal, dan, objective) pemeriksaan perkara pidana di sidang 
pengadilan dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, 
pemeriksaan cepat. 
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Pada tahap pemeriksaan sidang terdapat pemeriksaan proses pembuktian, 
pada proses pembuktian inilah yang menjadi bagian terpenting dari tiap tahapan 
proses perkara pidana, khususnya bagi pihak terdakwa karena dari hasil 
pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti 
melakukan suatu tindak pidana atau tidak, bersalah atau tidak sehingga dalam 
pemeriksaan pembuktian ini akan sangat mempengaruhi putusan hakim.20 
4. Tahap Pelaksanaan Putusan 
Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijside) yang berarti 
karena telah diputus oleh hakim maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih 
tinggi, secara teoritik dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan 
hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan 
sebagaimana dinyatakan dalam isi putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya-
upaya hukum atas putusan pengadilan tersebut. 
Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, sejalan dengan 
ketentuan tersebut Pasal 54 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 
pidana dilakukan oleh jaksa.21 
Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Terdapat 
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beberapa jenis pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa diantaranya 
adalah pidana mati, pidana penjara atau kurungan, pidana denda dan ganti 
kerugian. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan 
kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut 
diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaaan bagi yang 
bersangkutan. 
a. Pelanggaran 
Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya 
berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran 
diatur dalam Buku ke III KUHP.22 
b. Kejahatan 
Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya 
dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala 
masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.23 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis 
normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 
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kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 
seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan 
dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang 
hidup dimasyarakat secara konkrit.24 
Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah 
atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah 
Strafbaar feit tersebut. Istilah het strabare feit sendiri telah diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia sebagai: 
a. Delik(delict); 
b. Peristiwa pidana,(E.Utrecht); 
c. Perbuatan pidana,(Moeljatno) 
d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; 
e. hal yang diancam dengan hukum; 
f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; 
g. Tindak pidana, (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang) 
Lebih lanjut, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah 
strafbaar feit untuk menyebut tindak pidana. Oleh karena itu, timbul pertanyaan 
istilah manakah yang paling tepat? Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa 
pendapat ahli Hukum Pidana.  
a. Simon menerangkan strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan 
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab; 
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b. Van Hamel merumuskan sebagi berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan 
orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukankesalahan”; 
c. Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu 
atura hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut”.25 
d. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu: 
1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; 
2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau feit yang oleh 
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum.26 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu 
kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut: 
a. Suatu perbuatan yang melawan hukum; 
b. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana 
tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan 
yangdisebabkansecara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang 
disebabkan karena kelalaian; 
c. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam 
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Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh 
karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. 
karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun 
unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat 
perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan 
atau aliran Dualistis. 
Menurut aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana 
maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan 
pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-
unsur tindak pidana. 
Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam 
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan); 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Melawan hukum; 
d. Dilakukan dengan kesalahan; 
e. Orang yang mampu bertanggung jawab. 27 
Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran 
Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai 
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b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konskuensi 
adanya asas legalitas); 
c. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan 
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan 
karena bertentangan dengan tata pergaulan dimasyarakat. 
d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur 
perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang 
berbuat.28 
Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana 
yang dikemukakan diatas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal 
tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang 
pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti 
bagi orang lain.29 
Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam 
pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang 
menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat 
dipisahkan. 
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3. Pengertian Delik Penyertaan 
Apabila ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP Indonesia dapat dikatakan 
bahwa ada pernyataan apabila tidak hanya satu orang saja yang tersangkut dalam 
melakukan atau terjadinya suatu perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. 
Untuk memahami pengertian delik penyertaan itu sendiri, maka akan 
ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud delik penyertaan adalah suatu tindak 
pidana yang dalam perbuatannya tersangkut lebih dari satu orang, sehingga 
harusdicari pertanggung jawaban masing-masing peserta dalamperistiwatersebut. 
Harus dicari sejauh mana peranan mereka pertanggung jawaban masing-masing.30 
Dalam menguraikan delik penyertaan melakukan tindak pidana, harus 
diuraikan dahulu siapa pelaku tindak pidana karena pada hakekatnya penyertaan 
dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab terjadinya 
tindak pidana. 
a. Pembuat(dader) 
Pelaku menurut pengertian undang-undang ialah orang yang terhadapnya 
dapat diterapkan istilah “barangsiapa” melakukan berarti pemenuhan semua unsur 
subjektif dan unsur objektif peristiwa pidana.31 
Pelaku tindak pidana juga dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan 
pelaku menurut KUHP. Pelaku menurut doktrin didasarkan pada pemenuhan 
unsur-unsur pasal yang dituduhkan terhadap seorang terdakwa, sedangkan pelaku 
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menurut KUHP adalahh sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP 
sehingga kemungkinan seorang yang tidak memenuhi unsur pasal kejahatan, dapat 
diklasifikasikan sebagai pelaku. 
Dalam Peradilan Indonesia pembuat (dalam arti sempit yaitu pelaku) ialah 
orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang 
bertanggung jawab.32 
Sedangkan pelaku (plager) dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi 
pelaku, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka yang 
ikut serta dan mereka yang menganjurkan. 
b. Yang Menyuruhlakukan(doen plegen) 
Bentuk penyertaan “menyuruhlakukan” (doen plegen) terjadi sebelum 
dilakukannya perbuatan, yaitu orang menyuruhlakukan perbuatan dengan 
perantara orang lain. 
”Doen plegen” juga disebut “middelijk daderschp yang maksudnya 
ialah:Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu 
perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau 
melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh 
melakukannya.33 
Tentunya dalam hal penyertaan ini orang yang disuruhnya tidak akan 
dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah 
yang harus bertanggungjawab atas peristiwa yang merupakan tindak pidana 
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karena perintah/ suruhannya tersebut terjadi tindak pidana. 
c. Turut Serta(medepleger) 
Menurut MvT orang yang turut serta adalah orang yang turut serta 
melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut 
mengerjakan terjadinya terjadinya sesuatu.34 
Medepleger (kepelakusertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja sama 
secara sadar dan bersama-sama secara sadar dan bersama-sama melakukan 
perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, 
sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk 
terwujudnya delik. 
Syarat-syarat adanya medepleger: 
1) Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), mereka sadar bahwa 
mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Kesadaran dalam 
hal ini dijelaskan bahwa tidak harus melalui suatu perundingan terlebih 
dahulu namun dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa. 
2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik(gezamenlijkeuitvoering/physieke 
samenwerking).35 
d. Penganjur 
Sebagaimana dalam bentuk menyuruhlakukan,pun dalam hal uitlokken 
terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang 
yang menganjurkan (auctor-intellectualis) dan orang yang dianjurkan (auctor 
materialisatau materielle dader).Bentuk menganjurkan berarti auctor 
intellectualis (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (materiele dader) 
dan melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ditentukan 
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secara limitatif daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab apabila 
dipergunakan daya upaya yang lain, tak merupakan uitlokking, misalnya: 
mengejek dan lain-lain tidak berarti uitlokking.36 
Berdasarkan pengertian diatas,syarat penganjuran yang dapat dipidana: 
1) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan 
yang terlarang; 
2) Menggerakkanya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) 
seperti tersebut dalam Undang-Undang (bersifat limitatif); 
3) Putusan kehendak dari si pembuat materiel ditimbulkan karena hal-hal 
tersebut pad 1 dan 2 (jadi ada psychischecausaliteit); 
4) Si pembuat materiel tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan 
atau percobaan melakukan tindakpidana; 
5) Pembuat materiel tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dalam 
hukum pidana.37 
e. Pembantuan 
Melihat pasal 56 KUHP, pembantuan dapat dibedakan berdasakan waktu 
yang diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan. Perbedannya itu adalah: 
1) Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi 
jenisbantuannya.Berarti jenis bantuan apapun yng diberikan oleh orang 
yang membantu dalam suatu kejahatan, dapat dipidana. 





Sedangkan apabila bantuan itu diberikan sebelum terjadinya kejahatan, 
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jenis bantuan yang dapat dipidana terbatas pada bantuan yang berupa kesempatan, 
sarana atau keterangan. Sehingga dengan demikian terhadap bantuan di luar ketiga 
jenis tersebut sebelum kejahatan dilakukan tidak dapat dipidana.38 
Ancaman pidana bagi pembantuan adalah lebih ringan yakni dikurangi 
sepertiga dari ancaman kejahatan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pada 
hakekatnya kesengajaan si pembantu kejahatan bahwa berbuat agar kejahatan 
yang dilakukan pelaku dapat dipermudah atau diperlancar. Bahkan mungkin si 
pembantu kejahatan tidak mempunyai tujuan tertentu terhadap kejahatan itu 
sendiri, atau mungkin terdapat motivasi lain agar terjadi kejahatan yang 
dibantunya.39 
 
C. Tinjauan Umum tentang Splitsing dan Voeging 
1. Pengertian Pemisahan Berkas Perkara(Splitsing)  
Terkait dengan pemisahan berkas (splitsing) sudah diatur ketentuannya 
dalam Pasal 142 KUHAP. Ketentuan ini merupakan kebalikan dari Pasal 141 
KUHAP yaitu memberikan kemungkinan untuk menggabungkan beberapa 
perkara atau beberapa orang dalam satu surat dakwaan (berkas) dan dapat 
diperiksa dalam suatu acara persidangan yang sama(voeging). 
Ketentuan pada Pasal 142 KUHAP memberi wewenang pada penuntut 
umum untuk melakukan “pemisahan berkas perkara” dari satu berkas menjadi 
beberapa berkas perkara, pemisahan berkas ini disebut splitsing (memecah satu 
berkas perkara atau lebih atau a split trial. 
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Penjelasan Pasal 142 mengatakan cukup jelas, tetapi Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa biasanya splitsing dilakukan 
dengan membuat berkas baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, 
sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka 
maupun saksi.40 
Dilanjutkan oleh Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut: 
“Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah 
sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat 
berkas perkara baru sehubungan dengan splitsing itu? Dalam hubungan 
ini, maka penyidiklah yang melaksanakan splitsing atas petunjuk penuntut 
umum”. 
Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah splitsing 
ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai 
pada tahap penyidangan perkara di pengadilan”.41 
Selain didapat dari pengertian Pasal 142 KUHAP berikut akan diuraikan 
pendapat beberapa sarjana mengenai pemecahan perkara (splitsing) itu sendiri 
diantaranya. 
Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro dalam buku Pemecahan Perkara 
Pidana (Splitsing) oleh Djoko Prakoso menjelaskan bahwa: 
“Apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai 
perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari 
seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai 
keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka 
hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas 
perkara, dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing 
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Sedangkan Menurut R.d. Achmad S. Soemadiprodja, SH dalam buku 
Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) oleh Djoko Prakoso menjelaskan pula 
bahwa: 
“Pemisahan berkas perkara berarti adakalanya berkas tersebut diserahkan 
oleh jaksa untuk disidangkan satu berkas perkara, akan tetapi berkas 
tersebut mengandung beberapa delik dan hal kejadian sedemikian ini 
dianjurkan untuk dikembalikan kepada jaksa,dengan penetapan agar 
perkara termaksud dipisahkan.”42 
Seperti yang diterangkan,salah satu urgensi pemecahan berkas perkara 
menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan 
para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama 
mereka.43 
Namun tidak jarang ditemui pula dari penyidik sudah memisahkan berkas 
perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti dan dilakukan proses 
penunut umum, tujuan dari penyidik memisah berkas tersebut diantaranya untuk 
menghindari bolak baliknya berkas, karena kurangnya alat bukti pada perkara 
tersebut, untuk memudahkan penentuan peran tersangka, dan kemungkinan belum 
tertangkapnya tersangka. 
Sedangkan tujuan dilakukan splitsing oleh penuntut umum adalah untuk 
memudahkan penuntut umum dalam menjalankan kewajiban pembuktian pada 
tahap penuntutan dan pembuatan surat dakwaan pada delik penyertaan karena 
dalam perkara ini biasanya perkaranya sama namun tidak ada saksi, dan apabila 
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penuntut umum tidak melakukan splitsing pada berkas yang di voeging, penuntut 
umum akan mengalami kesulitan lalu berdampak pada dakwaan penuntut umum 
tidak diterima dan terdakwa bebas dengan alasan demihukum. 
Penggunaan mekanisme pemisahan perkara (splitsing) dibenarkan 
berdasarkan alasan-alasan diantaranya perkara tersebut adalah delik penyertaan, 
terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Hal ini nantinya 
diperlukan guna memudahkan penentuan peran para tersangka / terdakwa dalam 
surat dakwaan dantuntutan. 
2. Pengertian Penggabungan Berkas Perkara(Voeging) 
Ditentukan dalam Pasal 141 KUHAP yang menyangkut bentuk surat 
dakwaan kumulasi dimana Undang-Undang dan praktek hukum memberikan 
kemungkinan menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang dalam satu 
surat dakwaan.44 
Menurut R.Soesilo penggabungan perkara diartikan pada pemikiran untuk 
menyederhanakan pembuktian dalam suatu sidang pengadilan, agar pemeriksaan 
beberapa macam perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar karena 
hubungan-hubungan yang ada dalam beberapa berkas perkara tersebut lebih 
mudah diketahui. 
Dalam KUHAP menentukan apabila penuntut umum merasa bahwa 
diperlukan penggabungan berkas perkara, seperti pada pemisahan perkara maka 
penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya berdasarkan 
petunjuk penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya 
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berdasarkan petunjuk penuntut umum. Inisiatif penggabungan perkara ini tidak 
harus datang dari penuntut umum, namun bisa saja timbul dari penyidik sebelum 
penyerahan berkas pertama kali oleh penyidik. 
Pada waktu membicarakan Pasal 141 KUHAP bahwa penuntut umum 
dapat melakukan penggabungan perkara dengan beberapa pelaku tindak pidana 
dalam satu berkas perkara. Tetapi penggabungan itu dibatasi beberapa syarat – 
syarat diantaranya: 
a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan 
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap 
penggabungannya. 
b. Tindak pidananya saling bersangkut paut. 
c. Tindakannya tidak bersangkut paut, namun dengan yang lain itu ada 
hubungannya, yang dalam hal ini penggabungannya perlu bagi kepentingan 
pemeriksaan.45 
 
D. Tinjauan Umum tentang Pembuktian 
1. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 
didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun 
hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana 
bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata 
yang cukup puas dengan kebenaran formal. 
Menurut van Bummelen pembuktian adalah memberikan kepastian yang 
layak menurut akal (redelijk) tentang:  
a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi; 
b. Apa sebabnya demikian halnya; 
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Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana 
yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang 
dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut 
serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu 
pembuktian.46 
2. Sistem Pembuktian 
Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat 
bukti yang boleh dipergunakan, bertujuan untuk meletakkan hasil pembuktian 
terhadap perkara yang sedang diperiksa, hasilnya dianggap cukup memadai untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa. Berikut ada beberapa ajaran sistem 
pembuktian: 
a. Concivtion in Time (Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Semata) 
Teori ini menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki 
wewenang mutlak dalam memutus perkara. Tanpa adanya alat bukti pun apabila 
hakim berkeyakinan terdakwa bersalah maka ia akan menjatuhkan pidana atau 
sebaliknya.47 
b. Conviction in Raisone(Ajaran Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Dengan Alasan yang Logis) 
Dalam teori ini bahwa hakim tetap memegang peranan penting untuk 
menentukan tentang kesalahn terdakwa. Akan tetapi penerapan keyakinan hakim 
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 Hari Sasangka, Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: 
Mandar Maju), h. 11. 
47Hendra Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana. (Bandung: Alumni), h. 39. 
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tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dan harus 
didukung oleh alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.48 
c. Sistem Pembuktian Positif 
Sistem ini menentukan pembuktian hanya didasarkan alat bukti pada 
Undang-Undang saja, artinya apabila alat bukti menurut Undang-Undang sudah 
terbukti memenuhi perbuatan terdakwa maka keyakinan hakim tidak dibutuhkan 
lagi. 
d. Sistem Pembuktian Negatif 
Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang 
terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan 
keyakinan hakim sendiri. Alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak 
bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasakan alat bukti yang diajukan di 
persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang belum bisa memaksa 
seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan.49 
Di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian negatif, hal ini dapat 
dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa ketentuan pembuktian 
seorang terdakwa sekurang-kurangnya dibuktikan menggunakan setidaknya dua 
alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut hakim dapat 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa terbukti 
bersalah.  
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 Hari Sasangka,  Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, h. 16-17. 
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3. Alat Bukti 
Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara 
pidana, pemeriksaaan pembuktian “selamanya” artinya tetap diperlukan 
pembuktian sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. Sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4): 
“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup 
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadnya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain” 
Pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti. Ada atau tidak 
pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap 
merupakan kewajiban bagi sidang pengadilan, yang harus diwujudkan dalam 
pemeriksaan perkara pidana adalah “kebenaran sejati”.50 
Fungsi dari pembuktian itu sendiri sangat penting, karena akan menjadi 
sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar pembuktian dan penerapan 
pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan 
aturan, kaidah, atau ketentuan lain sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik 
terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun 
hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing-masing yang berakibat tidak 
adanya kepastian hukum dan keadilan, etika ini didasarkan pada asas minimum 
pembuktian. 
Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang 
harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam menentukan minimum 
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 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penenrapan KUHAP 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. 
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pembuktian tersebut tetap harus berpegang pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) 
KUHAP, dari rumusan kedua pasal tersebut, maka prinsip menentukan batas 
minimum dalam pembuktian dianggap cukup adalah: 
a. Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, dengan kata lain 
kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan setidaknya dua alat bukti yang 
sah.  
b. Tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup apabila hanya terdapat satu alat 
bukti yang berdiri sendiri.51 
Alat bukti yang sah dan dibenarkan menurut Undang-undang terdapat pada 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berikut adalah: 
a. Keterangan saksi 
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama karena hampir semua 
pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi, sekurang-
kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu 
diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, maka dari itu 
pembuktian akan di titik beratkan pada keterangan saksi. Dalam hal mengajukan 
keterangan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi tunggal, menurut Pasal 185 ayat 
(2) KUHAP tidak diperbolehkan kesaksian tunggal (unnus testis nullus testis) 
sekalipun saksi tersebut menyatakan kebenaran sesungguhnya hal ini untuk 
menghindari apabila terdakwa menyangkal keterangan tersebut dan tidak disertai 
alat bukti lain, maka keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian.52 
Agar keterangan saksi mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian (the 
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h. 198. 
52M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penenrapan KUHAP Pemeriksaan 
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degree of evidence) maka harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: 
1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, apabila saksi tersebut tidak 
mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya maka hanya akan 
dianggap sebagai keterangan yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 1 
angka 27KUHAP). 
2) Keterangan saksi harus bernilai sebagai bukti, keterangan saksi yang 
bernilai sebagai alat bukti sesuai Pasal 27 KUHAP yaitu apabila 
keterangan saksi melihat, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri serta 
dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. 
3) Keterangan saksi harus diberikan dipersidangan 
4) Keterangan satu saksi saja tidak dianggap cukup harus didukung alat 
buktilain. 
5) Keterangan saksi yang berdiri sendiri,bahwa tidak ada gunananya 
mengahdirkan saksi sebanyak-banyaknya jika keterangan yang diberikan 
berdiri sendiri tanpa berhubungan antara satu dengan yanglain. 
b. Keterangan ahli 
Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, ada dua syarat keterangan ahli, 
keterangan itu haruslah mengenai segalasesuatu dalam ruang lingkup keahliannya 
dan yang diterangkan berkaitan dengan perkara yang diperiksa. 
Nilai kekuatan Pembuktian yang melekat pada Keterangan Ahli sebagai 
alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yaitu: 
1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau“vrijbewijskracht”. 
2) Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian, keterangan 
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ahli tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan 
tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.Oleh karena itu, agar 
keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa 
harus disertai dengan alat bukti yang lain.53 
c. Surat 
Terdapat pada Pasal 187 KUHAP, dapat berupa berita acara atau surat lain 
dalam bentuk resmi, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan, 
surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang ada hubungannya dengan 
bukti lain.54 
d. Petunjuk 
Pada pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah 
perbuatan,kejadian,atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang 
satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya 
dapat diperoleh: 
1) Keterangan saksi, 
2) Surat, 
3) Keterangan terdakwa, 
e. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri (pengakuan 
terdakwa). Keterangan terdakwa saja tidaklah cukup dalam membuktikan 
kesalahannya melainkan harus dibuktikn dan didukung oleh alat bukti lain. 
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 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penenrapan KUHAP 
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, h. 305. 
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 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan 
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Pada kasus pidana yang terjadi sekarang biasanya juga ditemui alat bukti 
lain yaitu alat bukti elektronik seperti surat elektronik (e-mail) dan SMS (short 
message service), pengaturannya ada pada Undang-Undang No.11 tahun2011 
tetang Informasi dan Transaksi Eektronik (UU ITE). Ada beberapa ketentuan agar 
suatu dokumen elektronik dapatdijadikanalatbuktiyangsah,yaitu syarat formil 
diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen 
Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan 
harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 
15, dan Pasal 16 UU ITE, yang intinya menerangkan Informasi dan Dokumen 
Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. 
Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai barang apa saja yang 
dapat dikenakan penyitaan dengan kata lain barang-barang yang bisa dikatakan 
sebagai barang bukti. Berikut isi pasal tersebut: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai 
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindakpidana; 
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkannya; 
3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan 
tindakpidana; 
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
4. Beban Pembuktian 
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Dalam Pasal 66 KUHP hanya mengemukakan bahwa terdakwa tidak 
dibebani beban pembuktian, bahwapun pasal tersebut tidak menunjuk secara jelas 
siapa yang dibebani kewajiban pembuktian hanya menyebutkan tersangka atau 
terdakwa, tidak dibebani kewajiban pembuktian tetapi dari pasal tersebut dapat 
ditarik kesimpulan bahwa yang dibebani kewajiban pembuktian penuntut umum 
karena dalam peradilan pidana Indonesia pihakyang berhadapan hanyalah 
terdakwa dan negara yang diwakili oleh penuntut umum.55 
E. Tinjauan Umum tentang Saksi Mahkota 
Konsekuensi hukum yang terjadi apabila dalam suatu perkara pidana 
penyertaan terdapat lebih dari satu terdakwa namun tidak adanya saksi adalah 
perkara tersebut harus dipisah (splitsing) untuk menentukan peran masing-masing 
terdakwa dan untuk memenuhi batas minimum alat bukti dalam memebuat surat 
dakwaan dan pembuktian tahap penuntutan, maka akan muncul saksi mahkota 
(kroon getuige). 
Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Dalam praktek, saksi 
mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa 
yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang 
lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status 
sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai 
ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, oleh karena itu dengan berpedoman pada 
Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing) 
agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti 
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selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan 
Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan 
bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh Undang-Undang mengajukan 
teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai 
saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam 
kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang 
diberikan kesaksian (Gesplits). (Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia No.B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana) 
Apabila dicermati pula penggunaan dan pengajuan saksi mahkota 
merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-pinsip peradilan yang adil dan 
tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah HAM 
sebagaiamana dikenal dalam KUHAP sebagai instrumen nasional maupun 
International Covenant on Civil and Politial Rights (ICCPR). 
Dalam perkembangannya mucul Putusan Mahkamah Agung RI 
No.1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 
1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI 
No.1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menjelaskan bahwa pemecahan 
terdakwa menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya secara yuridis adalah 
bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-
prinsip hak asasi manusia (HAM). 
Namun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan 
Nomor :66/K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967 pemeriksaan dengan mengajukan 
saksi mahkota dibenarkan dan kemungkinan yang akan timbul adalah para 
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terdakwa yang diperiksa ini saling memberatkan atau saling menguntungkan 
terdakwa lain.56 
Dari segi pembuktian oleh penuntut umum dalam delik penyertaan hal ini 
sangat membantu dengan kekuatan sumpah makaia dituntut untuk jujur 
mengungkap fakta peristiwa yang telah terjadi. Penggunaanya pun harus 
didasarkan pada Pasal 183 KUHAP berkaitan minimum alat bukti. Dari hal ini 
maka muncul ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penuntut umum yang 
akan menghadirkan saksi mahkota, antara lain pemisahan berkas perkara, adanya 
kurang alat bukti,dan perbuatan pidana tersebut berbentuk penyertaan. 
Saksi mahkota dihadirkan oleh penunut umum untuk mewujudkan rasa 
keadilan bagi masyarakat, dimana jika suatu perkara pidana terdapat kurang alat 
bukti, maka bisa saja terdakwa bebas, namun apabila terdakwa saling menjadi 
saksi maka terdakwa tersebut akan mempertanggung jawabkan kesalahannya dan 
proses pembuktian dapatberjalan. 
Dengan berlakunya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 
serta dibentuknya badan-badan (komisi) pemberantasan tindak pidana korupsi, 
diharapkan akan dapat memberantas tindak pidana korupsi dalam hal pengenaan 
pidana (deference effect) maupun pengembalian kerugian keuangan negara.57 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian empiris yaitu penelitian untuk mengkaji 
hukum positif tertulis yang bersumber dari Undang-Undang terkait dengan 
pemisahan berkas perkara (splitsing),serta  penelitian lapangan/ masyarakat/ 
sosialis/ empiris terkait dengan pengelolaan pemisahan berkas perkara pidana 
(splitsing) oleh penuntut umum dalam proses pembuktian suatu tindak pidana 
dengan delik penyertaan (Studi pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar 
Pelabuhan) 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini maka 
berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini dilaksanakan di cabang 
Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan. Penulis memilih lokasi tersebut dengan 
alasan bahwa penulis pernah mendapati kasus yang berkaitan dengan splitsing di 
cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan. Alasan lain penulis memilih 
lokasi tersebut adalah karena penulis pernah melakukan Praktek Pengenalan 
Lapangan (PPL) di cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan, sehingga 
sedikit banyaknya penulis sudah mengetahui situasi dan kondisi di lokasi tersebut. 
Ditambah lagi penulis berdomisili di Kota Makassar yang jaraknya tidak terlalu 
jauh dari lokasi penelitian penulis, sehingga penulis bisa menghemat waktu dan 






B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-
undangan dan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi 
penelitian, dalam hal ini berlokasi di Cabang Kejaksaan Negeri Makassar 
Pelabuhan. 
C.  Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :58 
1. Data Primer  
Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan 
melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala 
informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang berupa pengalaman praktek, 
maupun pendapat hukum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis. 
2. Data Sekunder59 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. 
Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dari data primer yang diperoleh 
dari beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara 
(splitsing). Data sekunder tersebut diantaranya yaiti buku-buku, jurnal;, karya 
ilmiyah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Metode pengumpulan data 
Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan cara:60 
1. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data yang dilakukan untuk 
memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan 
narasumber dalam hal ini Kepala Kejaksaan dan beberapa aparat kejaksaan 
yang ada di cabang Kejaksaan Negeri Makassar Pelabuhan,  berdasarkan 
pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (daftar pertanyaan). 
Wawancara bertujuan untuk memperolah informasi mengenai pemisahan 
berkas perkara (splitsing) oleh penuntut umum dalam proses pembuktian 
suatu tindak pidana dengan delik penyertaan (studi pada Cabang 
Kejaksaan Negeri Makassar Pelabuhan) 
2. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara 
melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. 
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 
pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 
berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang 
diselidiki, disebut observasi langsung.  
3. Dokumentasi yaitu untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, penyusun 
juga melakukan telaah dokumen hukum melalui teknik pengumpulan data 
dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data dengan membaca dan 
mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok 
                                                           




permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan secara langsung. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, 
mengolah, manganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif 
dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Dalam 
hal ini penulis menggunakan wawancara maka instrument penelitiannya adalah 
daftar pertanyaan beserta alat perekam suara menggunakan handphone. 
 
F. Analisis Data  
Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 
analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 
uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hasil seperti yang 
disarankan oleh data. 
Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu penulis menarik kesimpulan 
yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Dengan cara 
terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan 
dari fenomena yang ada di lapangan. Data dianalisis secara kualitatif yang  






PEMBAHASAN DAN HASIL PENEITIAN  
A. GambaranUmumTentangCabangKejaksaanNegeri Makassar di 
Pelabuhan. 
1. LetakGeografisdan Batas Wilayah1 
Bahwabatas Wilayah HukumCabangKejaksaanNegeri Makassar Di 
Pelabuhan Makassar terdiridari 3 (tiga) KecamatanyaituKecamatan Ujung 
Tanah  (terdiridari 9 Kelurahan), KecamatanWajo (terdiridari 8 kelurahan) 





a. Kecamatan Ujung Tanah terdiridari 9 Kelurahan 
 Luas Wilayah  : 5,94 KM 
 JumlahPenduduk  : 47.133 jiwa 
b. KecamatanWajoterdiridari 8 Kelurahan : 
 Luas Wilayah  : 1,99 KM 
 JumlahPenduduk  : 29.639 jiwa 
c. KecamatanSangkarrangterdiridari 3 Kelurahan : 
 Luas Wilayah  :  
BarrangLompo  : 19,23 Ha   
JumlahPenduduk  : 4.752 jiwa 
BarrangCaddi   : 21,00 Ha  
JumlahPenduduk  : 4.425 jiwa 
Kodingareng   : 14,00 Ha   
JumlahPenduduk  : 4.526 jiwa 
d. Dengan Batas-batas : 
 Sebelah Utara  : Selat Makassar 
 Sebelah Selatan  : Kejamatan Ujung Pandang 
 SebelahTimur  : KecamatanBontoala 
 Sebelah Barat  : Selat 
 
 
                                                     






utfungsinya, CabangKejaksaanNegeri Makassar di Pelabuhan Makassar 






3. VisidanMisiCabangKejaksaanNegeri Makassar di Pelabuhan. 
a. Visi 
“MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG 




















lailuhur “TRY KRAMA ADHYAKSA”  


















aanstrategikejaksaanR.I Tahun 2015-2019.Denganpernyataanmisi 
di harapkanentitaskejaksaan R.I 
danparapemangkukepentingandapatmengenaldanmengetahuiperan, 
program/ sasarankerjasertahasil yang akandiperoleh / 
dicapaiolehkejaksaan R.I. 
Dalamrangkatercapainyavisitersebut, makakejaksaan R.I 
menetapkanmisitahun 2015-2019 adalahsebagaiberikut: 






4. Mewujudkanupayapenegakanhukum yang memenuhi rasa 
keadilanmasyarakat 
5. Mempercepatpelaksaanreformasibirokrasidantatakelolakejaksa
an RI yang bersihdanbebas KKN. 
 
B. AlasanPenuntutUmumMelakukan Pemisahan(Splitsing) Suatu Berkas 
Perkara 
 
Dalam Penuntut Umum memutuskan untuk melakukan splitsing terhadap 
suatu perkara yang ditanganinya, penuntut umum haruslah yakin bahwa perkara 
tersebut memang seharusnya displit dan harus disertai dengan alasan yang tepat, 
splitsing sendiri ada pada tahap pra penuntutan yaitu tahap yang ada di antara 
tahap penyidikan dan tahap penuntutan, agar lebih jelas akan diuraikan terlebih 
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dahulu beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi 
suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan,yaitu: 
1. Tahap penyidikan (opsporing) dilaksanakan oleh penyidik; (Pasal 1 angka 
2KUHAP) 
2. Tahap penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh penuntut umum; (Pasal 1 
angka 7KUHAP) 
3. Tahap mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh hakim: (Pasal 1 angka 
9KUHAP) 
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (executie) dilaksanakan oleh jaksa; 
(Pasal 1 angka 11 KUHAP). 
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusanpengadilandilaksanakan oleh 
hakim pengadilannegeri. 
Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan 
antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek 
pelaksana hukum acara pidana, yang berujung pada tahap pemeriksaan terdakwa 
dalam persidangan pengadilan. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa:2 
 ….ada 5 ( lima) tahapan untuk menentukan suatu berkas perkara tersebut 
displitsing atau tidak, tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan 
dilaksanakan oleh para penegak hukum secara pidana. Tujuan dari 
pelaksanaan tahapan yang saling sambung menyambung ini adalah pada 
tahap pemerikasaan terdakwa dalam persidangan pengadilan 
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Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa, “penuntut umum berwenang 
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak 
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang 
berwenang mengadili” pada pasal tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk 
menuntut dan tidak menuntut seseorang ada pada penuntut umum. Selanjutnya 
pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum 
berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam 
waktu secepatnya membuat surat dakwaan” karena kewenangan menuntut ada 
pada penuntut umum maka penuntut umum juga memiliki kewajiban atau 
konsekuensi untuk membuat surat dakwaan bagi seseorang yang berdasarkan hasil 
penyidikan terbukti melakukan suatu tindak pidana. Sebagai dasar, Pasal 14 
KUHAP juga menyebutkan beberapa wewenang yang dimiliki penuntut umum 
yang berhubungan dengan surat dakwaan terdapat pada Pasal 14 huruf d KUHAP 
ditulis secara tegas bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat dakwaan. 
Sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka selain 
berwenang membuat dakwaan penuntut umum atau jaksa harus memeperhatikan 
syarat-syarat surat dakwaannya juga. Jaksa Penuntut Umum pastinya mengetahui, 
memahami membuat atau merumuskan surat dakwaan, biasanya jaksa membuat 
dakwaan tunggal apabila pelaku tindak pidana atau terdakwa hanya melanggar 
suatu ketentuan pidana. Melalui dakwaan pula, bertujuan memberikan suatu 
pilihan kepada hakim dalam pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang 
tepat yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang 
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dilakukannya.Biasanya dalam dakwaan memuat suatu tuntutan pidana mulai dari 
yang terberat sampai yang paling ringan, yang semuanya saling berkaitan atau 
bersinggungan. Namun juga terdapat suatu dakwaan yang memuat beberapa 
tindak pidana yang dilakukan seseorang, namun tindak pidana tersebut masing-
masing saling terpisah biasanya juga terdapat suatu dakwaan dimana 
menggabungkan seluruh tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa yang 
melakukan satu atau lebih suatu tindak pidana baik itu tindak pidana khusus atau 
umum atau juga terhadap suatu kewenangan relatif bahkan kewenangan absolut 
dalam suatu peradilan. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, padaHariSenin, tanggal 21Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa :3 
“…. Walaupun bentuk-bentuk dakwaan tidak diatur dalam KUHAP 
namun bentuk dakwaan yang seringkali digunakan dalam splitsing adalah 
kebanyakan dakwaan dalam bentuk tunggal dan alternatif. Sementara 
dakwaan subsidair, komulatif atau campuran jarang ditemui terhadap 
perkara yang di splitsing…” 
 
BerdasarkanstudipadaCabangKejaksaanNegeri Makassar di 
Pelabuhanpenulismengambilsebuahkasustindakpidanapenyertaan narkotika 
dengan No.1970/Pid.Sus/2017/PN Mks. Pada kasus pemeriksaan yang semula 
voeging lalu di splitsing ini penuntut umum menggunakan surat dakwaan 
alternatif yang artinya surat dakwaan tersebut terdiri dari beberapa pasal-pasal 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang kemungkinan dilanggar oleh 
terdakwa, hal ini juga memberikan pilihan kepada jaksa penuntut umum untuk 
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membuktikan pasal mana yang dilanggar terdakwa saat tahap pembuktian dan 
memberi pilhan pula terhadap hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat, 
jadi kemungkinan terdakwauntuklepasdarituntutanhukumkecil. 
Menurut Pasal 142 KUHAP  
“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat 
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka 
yang tidak termasuk dalam ketentuanPasal 141 KUHAP, penuntut umum 
dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara 
terpisah”. Pasal 142 KUHAP merupakan kebalikan dari Pasal 141 
KUHAP, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat dakwaan 
atas pemecahan suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan. Ini 
tergantung kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam hal 
memahami suatu perkara”. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, padaHariSenin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa:4 
“ ….apabila Jaksa penuntut Umum menerima berkas perkara yang memuat 
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka 
maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan dengan berkas pekara 
yang terpisah. Hal ini dilaksanakan menurut kecermatan dan ketelitian 
Jaksa Penuntut Umum secara pribadi dalam mencermati suatu perkara…” 
Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan haruslah sejalan 
dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang 
dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak 
benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan penuntut umum 
terhadap terdakwa. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
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13.00 WIB menerangkan bahwa:5 
“….Pada Pasal 141 KUHAP yang menyangkut bentuk surat dakwaan 
kumulasi, Undang-undang dan praktek hukum memberi kemungkinan 
menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang dalam satu surat 
dakwaan. Dengan jalan penggabungan tindak pidana dan pelaku-pelaku 
tindak pidana dalam suatu surat dakwaan perkara atau pelaku-pelakunya 
dapat diperiksa dalam suatu persidangan pengadilan yang sama…” 
 
Apabila pada Pasal 141 KUHAP diatur mengenai ketentuan untuk 
menggabungkan perkara atau beberapa terdakwa dalam satu surat 
dakwaan,berbeda dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut,salah satu kriteria 
suatu perkara perlu dilakukan splitsing ada pada Pasal 142 KUHAP ketentuan dari 
Pasal 142 KUHAP merupakan kebalikan dari 
ketentuanPasal141KUHAPyakni,memberikanwewenangkepadapenuntut umum 
untuk melakukan “pemecahan berkas perkara”dari satu berkas menjadi beberapa 
berkas perkara. 
Pada dasarnya pemecahan berkas perkara menjadi penting karena dapat 
disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang.Pemecahan 
berkas perkara ini dapat terjadi pada beberapa perkara yang merupakan tindak 
pidana yang terdiri dari beberapa orang, sedangkan setelah dilakukan penyidikan 
terdapat kekurangan saksi atau saksi yang ada merupakan pelaku tindak pidana itu 
sendiri, misalnya kasus pemerkosaan, ataupun korupsi. Agar pelaku tindak pidana 
atau terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan proses 
peradilan tetap berjalan maka apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, dan 
berdasarkan pemeriksaan awal dari penyidik penuntut umum ragu untuk 
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meneruskan perkara ke pengadilan karena kekurangan bukti dan saksi, maka 
penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan lain yaitu dengan memecah 
berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlahterdakwa. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa:6 
“….secara umum splitsing sendiri merupakan pemecahan berkas perkara 
dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara berdasarkan peran dan 
tindak pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa splitsing juga 
dapat dilakukan dengan alasan pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa 
orang,sedangkansaksinya tidak ada selain para pelaku tindak pidana itu 
sendiri.…” 
 
Agar menjamin tidak ada yang salah dari penerapan splitsing oleh 
penuntut umum terhadap suatu perkara pidana maka dalam pelaksanaanya 
terdapat kriteria dan ketentuan-ketentuannya antara lain: 
1. Berkas perkara awal dari penyidik haruslah berkas perkara yang di voeging 
(digabungkan), nantinya berkas tersebut akan dipisah menjadi beberapa 
berkas sesuai kebutuhan(terdakwanya). 
2. Bahwa pemisahan perkara ini dilakukan pada tindak pidana yang 
dilakukan oleh beberapa orang dan nantinya dimaksudkan untuk dibuatkan 
surat dakwaan yang berdiri sendiri sehingga pemeriksaan dalam 
persidangan pun dilakukan pada persidangan yangberbeda. 
3. Pemecahan perkara pidana juga dapat pula didasarkan karena unsur delik 
yang dilakukan masing-masing terdakwaberbeda. 
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4. Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam 
perkara tersebut kekurangan alat bukti dan saksi.  
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa:7 
“….biasanya kriteria splitsing sendiri didasarkan pada pasal 141 KUHAP 
namun apabila hal-hal dalam Pasal 141 KUHAP tidak terpenuhi maka 
kriteria didasarkan pada pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa 
orang tersebut didasarkanpada pelaku tindak pidana yang terdiri dari 
beberapa orang dan alat bukti yang ditemukan tersebut sudah terpenuhi 
atau belum, apabila tidak terpenuhinya alat bukti dan keterangan saksi 
maka perkara tersebut perlu dipisah dengan dasar pasal 142 KUHAP ” 
 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:8 
“…dari beberapa kriteria splitsing yang ada, yang menjadikan kriteria 
suatu perkara tersebut dipisah sebenarnya tetap ada pada penuntut umum 
yang memeriksa pekara tersebut, kriteria paling utama menurut saya tetap 
pada unsur delik yang berbeda masing-masing terdakwa, misal seperti 
pada Pasal 170 KUHP tentang menggunakan kekerasan terhadap orang 
atau barang apabila terdapat lebih dari satu terdakwa namun diantara 
mereka ada yang menghancurkan barang sedangkan terdakwa lainnya 
melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, maka perkara 
tersebut akan di splitsing nantinya, jadi tidak melulu kriteria berkas di 
splising berdasarkan kurangnya alat bukti dan saksi dalam perkara 
tersebut, karena penuntut umum nantinya harus dapat membuktikan 
kesalahan terdakwa dalam persidangan jangan sampai pemisahan perkara 
ini malah akan mempersulit penuntut umum itu sendiri dalam 
membuktikan kesalahanterdakwa” 
 
Pernyataan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut menunjukkan bahwa dari 
beberapa kriteria mekanisme splitsing tidaklah harus digunakan semua, hal itu 
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tergantung pada jaksa penuntut umum yang memeriksa perkara tersebut dan apa 
yang menjadi dasar ia untuk melakukan pemisahan perkara tersebut karenaseperti 
yang telahdijelaskansalahsatuJaksa di CabangKejaksaanNegeri Makassar di 
PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH bahwa dengan adanya kriteria splitsing 
itu diharapkan akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam menganalisa 
suatu perkara pidana bukan terjebak dan kesulitan dalam penerapannya, penuntut 
umum haruslah jeli dan tepat dalam mengaplikasikan splitsing sendiri pada suatu 
perkarapidana. 
Sebagai catatan bahwa majelis hakim tidak bisa meminta sebuah perkara 
untuk kembali dilakukan voeging (digabung) atau di splitsing (dipisah) sebaliknya 
apabila menurut jaksa penuntut umum seharusnya dilakukan splitsing ataupun 
sebaliknya . 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:9 
“….dalam tahap apapun kewajiban dan kewenangan untuk menuntut ada 
pada jaksa penuntut umum, jadi baik penyidik bahkan majelis hakim tidak 
dapat meminta perkara untuk digabung atau dipisah jadi majelis hakim 
hanya mengikuti saja apabila majelis hakim tetap meminta suatu perkara 
yang dipidah untuk digabungkan lagi maka majelis hakim harus 
mengeluarkan surat penetapan yang akan merugikan terdakwa itu sendiri 
karena akan mengulur ngulur waktu jalannya perkara….” 
 
Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada Pasal 30 ayat 1 huruf 
a Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 
menerangkan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan 
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penuntutan. Maka dari itu kriteria untuk dilakukannya splitsing terletak pada jaksa 
penuntut umum itu sendiri karena jaksa penuntut umum memang diberi 
wewenang untuk menentukan urgensi suatu berkas yang di splitsing. 
Apabila membahas mengenai kriteria dan ketentuan yang menjadi alasan 
mengenai splitsingmaka ada faktor-faktor yangmenjadipertimbangan penuntut 
umum memisah suatu berkas perkara.Dalam kaitannya dengan pemisahan berkas 
perkara, maka dapat dijelaskan bahwa penuntut umum dapat mengambil sikap dan 
harus berpendapat bahwa suatu berkas perkara memang harus dipisah pada saat 
prapenuntutan.Pada tahap itu pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dan tetap 
menjadi wewenang instansi penyidik. Jika dari hasil penyidikan yang sudah 
diserahkan penyidik kepada penuntut umum perlu untuk dilakukan splitsing 
(pemisahan berkas perkara) maka penuntut umum akan mengembalikan berkas 
perkara pada penyidik, dalam arti perlu dilakukan penyidikan tambahan dan untuk 




di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019 , pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:10 
“…karena splitsing masih dalam tahap prapenuntutan maka bantuan dari 
instansi penyidik masih diperlukanguna melengkapi petunjuk-petunjuk 
yang penuntut umum berikan dlama melakukan pemeriksaan tambahan / 
pemeriksaan baru. Dalam hubungan kerjasama ini penuntut umum 
memberikan petunjuk dan saran-saran guna keberhasilan pelaksanaan 
tugas penyidikan, yang kelak hasilnya menjadi dasar bagi penuntut umum 
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kurang jelas maka penyidik akan memperoleh kemudahan dalam 
melakukan peyidikan tambahan karena segala hal nya didiskusikan dahulu 
bersama penuntut umum” 
 
Dalam hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum secara 
teknis profesional hubungan kerjasama demikianakanmembuahkan manfaat, 
bahwa antara penyidik dan penuntut umum dapat saling mengisi teknik 
penanganan tugasnya masing-masing. Ketika pelaksanaan konsultasi itu penyidik 
memberikan gambaran-gambaran tentang lika liku atau kendala teknisnya 
sementara penuntut umum akan memberikan gambaran pula tetang teknis yustisi 
penuntutan perkara pidana dimaksudkan agar penyidik lebih mudah untuk 
mengarahkan penyidikannya guna memenuhi kepentingan penuntut umum. Proses 
ini dibatasi tentang tenggang waktu pengembalian berkas dari penuntut umum 
kepenyidikatausebaliknyayangtetapberpedomanpadaPasal110ayat (4) KUHAP 
dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa:11 
“…tidak semua perkara pidana dipisah, splitsing hanya dilakukan apabila 
pada perkaranya kurang alat bukti dan kurang saksi dan pada perkara 
tersebut dilakukan oleh beberapa orang (penyertaan), begitu pula belum 
tertangkapnya terdakwa baik satu atau beberapa terdakwa juga dapat 
dijadikan alasan melakukan splitsing hal iniselain demi 
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Lebih lanjut Andi Hasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 
Januari 2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:12 
“…pada perkara pidana yang pada status terdakwa yang berbeda sangat 
dianjurkan untuk melakukan pemisahan berkas, pada kasus pidana yang 
terdakwanya orang sipil dan militer. Selain pada perkara yang 
terdakwanya terdapat status yang berbeda, pada perkara yang melibatkan 
pelaku dibawah umur diwajibkan berkasnya untuk displit sesuai dengan 
Undang-undangnya” 
 
Hal inidapatpenulis jabarkan sebagai berikut: 
a. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangansaksi. 
Dalam KUHAP sendiri sudah diatur secara eksplisit mengenai perihal 
batasan keterangan saksi terdapat di Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana ini 
pasal tersebut adalah: 
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan 
dari pengetahuanitu” 
 
Kapasitas keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti menurut 
ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah: 
“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 
sidang pengadilan” 
 
Dari ketentuan kedua pasal tersebut merupakan acuan bagi jaksa penuntut 
umum untuk memperoleh saksi yang memenuhi kriteria yang dijelaskan menurut 
undang undang yang berlaku, maka apabila dari suatu penyidikan apabila 
diperoleh saksi yang tidak sesuai dengan hal tersebut ataupun ada kekurangan 
saksi maka hal tersebut akan mempersulit usaha jaksa penuntut umum dalam 
keberhasilannya membuktikan perkaranya dimuka sidang. Oleh karena itu suatu 
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perkara pidana yang terdapat kekurangan saksi dan alat bukti maka jaksa penuntut 
umum dapat mensplit atau memisahkan perkara tersebut agar diharapkan nantinya 
selainmemenuhi batas minimum alat bukti juga dapat menambah saksi dalam 
persidangan yang dapat mendukung pasal-pasal yang didakwakan 
penuntutumumkepadaterdakwa. 
Hukum acara pidana di Indonesia terdapat ketentuan bahwa saksi yang 
hanya berjumlah satu maka ia bukanlah saksi (unus testis nulus testis) hal ini ada 
dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP karena hal tersebut maka penuntut 
umum harus menambah kuantitas saksi pada suatu perkara pidana yang 
kekurangan saksi agar keteranganya dapat dipakai di persidangan nanti dan 
menambah jumah alat bukti suatu perkara pidana dengan cara memanggil 
terdakwa lain pada kasus tersebut setelah dilakukan splitsing karena keterangan 
terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai saksi atau disebut dengan 
saksimahkota. 
b. Status antarterdakwaberbeda 
Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan dengan status adalah pelaku 
tindak pidana tersebut tunduk pada peradilan umum atau tunduk pada peradilan 
militer, dalam KUHAP pula telah diatur mengenai kewenangan mengadilinya 
pelaku tindak pidana sipil diperiksa dan diadili pada lingkungan peradilan umum 
(Pengadilan Negeri) sedangkan pelaku tidak pidana militer diperiksa dan diadili 
dalam lingkungan peradilan militer (Pengadilan Militer) sesuai dengan sistem 
koneksitas.  
c. Terdapat terdakwa yang masih dibawah umur 
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Undang-undang No 3 Tahun 1977 yang mengatur tentang Peradilan Anak 
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: 
1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa 
diajukan sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi 
orangdewasa. 
2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota 
angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke sidang anak, 
sedangkan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke 
MahkamahMiliter. 
Apabila dalam suatu perkara terdapat pelaku yaitu orang dewasa dan anak-
anak secara jelas jaksa penuntut umum haruslah melakukan pemisahan perkara 
berkas pelaku anak-anak akan dipisah dengan orang dewasa. 
d. Perkara tersebut merupakan bentuk delikpenyertaan 
Secara umum memang delik penyertaan memerlukan pemisahan perkara 
atau splitsing karena delik penyertaan lazimnya dilakukan oleh lebih dari seorang 
terdakwa, pada saat penyidikan biasanya berkas tersebut digabungkan atau sudah 
dipisah sendiri oleh penyidik namun tidak jarang ditemui bahwa jaksa penuntut 
umumlah yang memisah berkas tersebut dari berkas yang sebelumnya 
digabungkan oleh penyidik. 
Menurut hukum pidana sendiri dalam delik penyertaan terdapat pembagian 
peran terdakwa diantaranya pelaku (plager), yang menyuruhlakukan 
(doenplager), turut serta (medepleger), penganjur (uitloker), pembantuan 
(medeplichtige). Diantara beberapa pembagian pada delik penyertaan tersebut 
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pemisahan berkas perkara (splitsing) ada pada turut serta (medepleger), penganjur 
(uitloker), dan pembantuan (medeplichtige) pada tindak pidana yang terdapat tiga 
kualifikasi delik penyertaan tersebut sangat mungkin terjadi pemisahan perkara, 
dilihat dari jumlah terdakwa yang melakukan tindak pidana penyertaan itu sendiri 
pastilah lebih dari satu orang dan dari kualifikasi tersebut masing-masing 
perannya berbeda pada turut serta (medepleger) akan ada terdakwa yang bersalah 
sebagai pembuat pelaksana dan terdakwa yang atas perbuatanya tersebut bersalah 
karena melakukan turut serta, pada penganjur (uitloker) akan ada peran terdakwa 
sebagai penganjur dan terdakwa lain yang melakukan anjuran tersebut, pada 
pembantuan(medeplichtige)pula terdapat terdakwa sebagai pelaku kejahatan dan 
terdakwa yang membantu kejahatan tersebut meskipun mungkin si pembantu 
kejahatan tersebut tidak mempunyai tujuan tertentu dalam kejahatan itu sendiri. 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam pemeriksaan di persidangan 
berkas perkaranya pun haruslah dipisah dan diperiksa secara tersendiri.Akan 
tetapi hal itu tidak dapat berdiri sendiri harus ada faktor yang menyertai seperti 
pada perkara tersebut selain berbentuk penyertaan juga unsur tindak pidana yang 
dilakukan berbeda atau kekurangan saksi. Tujuan penggunaannya tetap sama yaitu 
mendukung keberhasilan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan 
terdakwa di persidangan. 
e. Pada perkara yang belum tertangkap sebagianpelakunya. 
Hal ini dilakukan untuk kepentingan proses berjalannya perkara juga untuk 
menjamin terdakwa tersebut perkaranya tidak terbengkalai akibat terdakwa 
lainnya belum tertangkap karena apabila dalam waktu yang telah ditentukan 
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proses perkara terdakwa yang sudah tertangkap belum berjalan maka akan 
merugikan dirinya dan jaksa penuntut umum maka dengan memperhatikan aspek-
aspek yang ada akan lebih baik seorang terdakwa diadili maka hal tersebut akan 
menjamin terdakwa tersebut mendapatkan kepastianhukumakandirinya. 
Dari alasan-alasan yang menjadikan faktor suatu berkas displit maka dapat 
diketahui bahwa dampak dari penggunaan splitsing adalah dengan maksud untuk 
memperkuat upaya pembuktian suatu perkara pidana (delik penyertaan) karena 
pada perkara yang berkasnya displit hakim dapat mengetahui langsung tindak 
pidana yang dilakukan masing-masing terdakwa secara jelas sebab berkasnya 
telah berdiri sendiri. Lagipulaakanmakinmempercepat pembuktian karena 
berkasnya sudah dipisah maka jelas unsur tindak pidananya, siapa terdakwanya, 
dan apa peran terdakwanya. 
Beberapa faktor atau alasan yang telah dikemukakan maka akan dikaitkan 
pada kasus Muhaji alias Jaji dan Usman alias Kuman dengan nomor perkara 
1970/Pid.sus/2017/PN MKS.Untuk mengetahui ketentuan dan alasan apa yang 
menjadikan kasus tersebut akhirnya dipisahberdasarkan wawancara dengan Andi 
Hasanuddin, SH.,MH selaku jaksa penuntut umum yang memeriksa kasus 
tersebut. 
1) Bahwa pada perkara ini pemisahan perkara dilakukan karena unsur delik 







di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:13 
“…padakasusMuhaji alias JajidanUsman alias 
Kumanalasanutamanyaselainuntukmembuktikankesalahanterdakwa, 
karena unsur tindak pidananya berbeda…… ” 
 
Hal ini sesuai dengan alasan suatu berkas perlu dipisah yaitu berkaitan 
dengan peran antar terdakwa yang berbeda, sedangkan apabila ketentuanya adalah 
karena unsur tindak pidanayangberbeda maka faktor atau alasan yang menjadi 
dasar perkara tersebut dipisah adalah karena tindak pidana tersebut merupakan 
delik penyertaan yang terdapat peran terdakwa yang berbeda dan 
otomatisunsurtindakpidananya pun berbedayaitudibuktikandenganMuhaji alias 
Jajiyang terbuktimengakuikalaudirinyayang memilikisatupaketsabu, 
sedangkanUsman alias Kuman yang menemanidantidakmelapor telah terjadi suatu 
tindak pidana. 
2) Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam 
perkara tersebut kekurangan alat bukti dan saksi. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:14 
“…selain alasan utama sebelumnya alasan lain yaitu pada kasus ini 
kekurangan alat bukti yang penting yaitu keterangan saksi….” 
 
Pada kasus Muhaji alias Jaji dan Usman alias Kuman, apabila dilihat 
                                                     
13Wawancara dari Jaksa Cabang Kejaksaan Negeri  Makassar di Pelabuhan yaitu Andi 
Hasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019  
14Wawancara dari Jaksa Cabang Kejaksaan Negeri  Makassar di Pelabuhan yaitu Andi 
Hasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019  
66 
 
memang terdapat kekurangan saksi, pada saat membuktikankesalahan terdakwa di 
persidangan diperlukan setidaknya 2 alat bukti diantaranya adalah keterangan 
saksi dan berdasarkan Undang-undang juga ditentukan kriteria seseorang saksi 
yang dihadirkan di persidanganyaitusaksitersebutmelihat, mendengar, 
danmerasakannyasendiri. 
Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang memeriksa 
perkara tersebut didapat beberapa alasan khusus dari alasan dan ketentuan secara 
umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun menurut penulis, untuk 
memperkuat dan melengkapi alasan yang dikemukakan jaksa penuntut umum 
pada kasus Muhaji alias Jaji, terdapat satu alasan lagi yang dapat dimasukkan dan 
menjadi dasar pertimbangan mengapa kedua kasus tersebut dipisah, 
alasantersebutadalahbelumtertangkapnyasebagianpelaku, yaitutersangkaJoko 
(pengedar). 
Jika dihubungkan dengan Pasal 142 KUHAP yang telah penulis jelaskan 
pada bab sebelumnya dengan hasil wawancara penulis, maka kasus diatas sudah 
tepat dan memenuhi kriteria pemisahan berkas perkara (splitsing) sesuai dengan 
yang diatur dalam KUHAP karena pada kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa 
yang berbeda namun tindak pidananya sama. 
Jika dilihat dalam pelaksanaanya mengenai ketentuan pemisahan berkas 
perkara tidak dijelaskan lebih lanjut, ketentuan pemisahan berkas perkara hanya 
sebatas yang tertera dalam Pasal 142 KUHAP tersebut dan tidak ada pengaturan 




C. Pembuktian Perkara Pidana Splitsing 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:15 
“…kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa ada pada penuntut 
umum hal ini nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 
musyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, 
dalammenjatuhkan pidana putusan tersebut berdasarkan alat bukti yang 
ditentukan Undang-undang….. ” 
 
Hal tersebut sangat sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh 
KUHAP di Indonesia bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang salah 
atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh 
Undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Alat bukti yang ditentukan oleh 
Undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasakan alat 
bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang 
belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan, pernyataan tersebut merupakan 
pengertian sistem pembuktian negatif.  
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa :16 
“…ketika membuktikan suatu perkara pidana yang di split, prosesnya 
sama seperti perkara pidana pada umumnya, namun biasanya ada saksi 
mahkota yang dihadirkan oleh penuntut umum karena pada perkara delik 
penyertaan kebanyakan kendalanya memang kekurangan saksi…. ” 
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Pembuktian oleh jaksa penuntut umum (dalam pembuktian oleh jaksa 
penuntut umum berarti pengajuan saksi a charge/saksi yang 
memberatkanterdakwa).Ketika pembuktian keterangan saksi, saksi yang diperiksa 
pertama adalah saksi korban sesuai dengan Pasal 160 KUHAP, baru setelahnya 
saksi lain yang dianggap relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak 
pidana yang didakwakan pada terdakwa, yang terpenting adalah para saksi yang 
dihadirkan memenuhi syarat saksi yang dihadirkan dalampersidangan. 
Perbedaannya pada perkara yang displitsing ada terdakwa yang menjadi 
saksi mahkota bagi terdakwa lain, dalam KUHAP telah ditentukan batas 
minimum alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, 
yaitu minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yag ditentukan dalam KUHAP dan 
keterangan terdakwa yang ia nyatakan hanya untuk dirinya sendiri sebagai 
pembelaan maka dari itu jaksa penuntut umum setidakya membutuhkan minimal 2 
alat bukti agar pembuktiannya berhasil.  
Alat bukti yang paling penting adalah keterangan saksi 
namunketerangansaksitidakdianggapketeranganapabila: 
1. Saksihanyasatu(unnus testis nullustestis) 
2. Keterangan saksi yang didapat dari saksi/oranglain(testimonium de auditu) 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAsruddin. SH, pada Hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, pukul 
13.00 WIB menerangkan bahwa:17 
“…memang kadang mengundang perdebatan ketika penuntut umum 
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menghadirkan saksi mahkota di persidangan, dikarenakan pada kasus delik 
penyertaan tersebut terdapat kekurangan saksi majelis hakim yang 
memeriksanya juga meminta dihadirkan saksi yang memenuhi syarat-
syarat sebagai saksi… ” 
 
Lebih lanjut,Andi Hasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 
Januari 2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:18 
“…lebih baik apabila jaksa penuntut umum mencari alat bukti lain yang 
mendukung pembuktian atau menghadirkan saksi yang saat itu sedang di 
TKP (Tempat Kejadian Perkara) seperti penyidik/polisi, karena saksi 
mahkota juga dapat merugikan penuntut umumjuga…” 
 
Pernyataan diatas merupakan pendapat dua jaksa penuntut umum 
mengenai penggunaan saksi mahkota sendiri dalam splitsing perkara penyertaan, 
jadi intinya urgensi jaksa penuntut umum memisah berkas perkara bukan semata-
mata untuk menghadirkan saksi mahkota namun terdapat beberapa alasan. 
Terkadang adanya saksi mahkota juga untuk memenuhi permintaan hakim untuk 
menghadirkan saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi menurut Pasal 1 
angka 26 KUHAP yaitu kualifikasi seorang saksi dihadirkan di persidangan 
adalah tentang suatu perkara pidanayang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri, 
dalam delik penyertaan hal tersebut kadang sulit didapatkan maka salah satu 
caranya dengan menggunakan saksi mahkota. 
Hal yang dikhawatirkan dari penggunaan saksi mahkota adalah bahwa 
ketika terdakwa/saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku, memang saat 
menjadi ia disumpah namun jika saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku/ 
saling menutupi pada saat pembuktian di persidangan maka akan memepersulit 
jaksa penuntut umum hal ini dapat berakibat putusan bebas pada terdakwa karena 
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jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan kesalahan terdakwa. Alasan 
untuk memisah berkas perkara juga bisa datang dari unsur tindak pidananya sama 
atauberbeda. 
Setelah pembuktian keterangan saksi selesai baru alat bukti lainnya guna 
mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Apabila semua alat bukti dari 
jaksa penuntut umum telah selesai maka giliran terdakwa/penasehat hukum 
(dalam hal ini saksi yang diajukan adalah saksi a de charge/ saksi yang 
menguntungkan terdakwa), sama seperti pembuktian oleh jaksa penuntut umum 
jika setelah keterangan saksi selesai barulah alat bukti lain untuk melengkapi 
argumentasi dari penasehat hukum. 
Pemeriksaan paling akhir yaitu pemeriksaan terdakwa. Dalam delik 
penyertaan jelaslah bahwa terdakwanya lebih dari satu maka apabila berkasnya 
berbentuk voeging para terdakwadiperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, 
makapemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran, apabila terdapat 
ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa maka hakim dapat melakukan 
pengecekan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya. Namun 
pada perkara yang displitsing karena berkas sudah dipisah maka pemeriksaan 
sidangnya pun sendiri-sendiri maka dari itu terdakwa lain dapat diambil sebagai 
saksi mahkota pada kasus terdakwa yang disidangkan. 
BerdasarkanhasilwawancaradariJaksaCabangKejaksaanNegeri Makassar 
di PelabuhanyaituAndiHasanuddin, SH.,MH, pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 
2019, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa:19 
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“…pengaturan saksi mahkota tidak ada dalam KUHAP sebenarnya hanya 
berdasarkan yurisprudensi, juga tidak ada pengurangan hukuman bagi 
terdakwa yang menjadi saksi mahkota….” 
 
Dalam KUHAP Indonesia memang tidak mengatur mengenai saksi 
mahkota, namun ada pada yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung 
Nomor: 1986/K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 dan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dengan putusan Nomor: 66/K/Kr/1967 beberapa yurisprudensi di 
Indonesia masih mengakui bahwa saksi mahkota sebagai alat bukti saksi. Akan 
tetapi dalam yurisprudensi tidak ada ketentuan dampak bagi terdakwa apabila 
menjadi saksi pengurangan masa pidana atau dalam bentuk lain hanya 
keterangannya tersebut apabilasesuaidapat dijadikan alat bukti, terkait dengan 
tuntutan yang diberikan jaksa bisa berdasarkan pada peran dan tindak pidana 
masing-masing terdakwa apabila salah satu lebih ringan tindak pidananya dan saat 
menjadi saksi mahkota ia memberi keterangan yang benar berdasarkan peri 
kemanusiaan dapat mejadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut 
disamping itu apabila dari pihak korban sudah memaafkan maka hal tersebut juga 
dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum. 
Pembuktian perkara pidana merupakan tititk sentral di dalam pemeriksaan 
perkara di Pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi 
suatu proses, cara perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau 
salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. 
Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti 
memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, 
melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dari pemahaman 
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tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian 
dapat dibedakan menjadi 2 bagian,yaitu: 
1. Bagian kegiatan pengungkapanfakta 
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus 
penganalisisanhukum. 
Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka 
sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan 
majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama 
ini merupakan pengungkapan fakta saat persidangan, pembuktian yang pertama 
akan berakhir pada saat ketua majelis memang menyatakan pemeriksaan terhadap 
perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP), maka selanjutnya 
jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim melakukan 
penganalisisaan fakta juga hukum. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian pada 
bagian pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum maka 
dilakukannya/ dituangkan dalam bentuk surat tuntutannya (requisitoir). Bagi 
penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (pledoi), dan 
pembuktian menurut jaksa penuntut umum dan penasehat hukum akan dibahas 











Dari pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dapat dibuat 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara 
(splitsing) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk 
mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan,serta 
penulis membagi dalam beberapa alasan yaitu: 
a. pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi,  
b. terdapat status antar terdakwa yang berbeda,  
c. dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur, 
d. perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan,  
e. sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap.  
Didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana. 
2. Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas 
perkara (splitsing) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya 
sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai 
mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan 
perkara pidana biasa pada umumya, hanya terdapat pembeda biasanya 
dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya 




memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 
KitabUndangUndangHukumAcaraPidana. 
B. Saran 
Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri 
seharusnya dicantumkan atau diberi alasan-alasan apa saja yang nanti akan 
menjadi parameter atau tolak ukur untuk dijadikan acuan bagi jaksa penuntut 
umum dalam memeriksa suatu berkas apakah berkas harus displitsing atau di 
voeging atau kajian tentang pemeriksaan lebih lanjut secara rinci sehingga tidak 
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